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Abstrak  

Pada penelitian ini membahas tentang Transformasi kabupaten Banyuwangi dalam Pembangunan Berkelanjutan: 

Perspektif Inovasi Kebijakan yang bertujuan adalah untuk mengatahui bagaimana transformasi inovasi kebijakan  

pembangunan berkelanjutan didaerah ini dan dalam penelitian ini menggunakan  Metode kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi studi pustaka, di mana data diambil dari berbagai sumber sekunder, seperti laporan 

resmi, jurnal ilmiah, dan data statistik setempat. Maka dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Kabupaten 

Banyuwangi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup warga melalui program 

ekowisata, digitalisasi layanan publik (Smart Kampung), pemberdayaan UMKM, serta penyediaan pendidikan dan 

layanan kesehatan gratis. Selain itu, program anggaran partisipatif juga memperkuat akuntabilitas pemerintah 

setempat. Diskusi dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana inovasi dalam kebijakan yang berfokus 

pada aspek ekonomi, sosial, dan politik dapat menciptakan dampak signifikan yang dapat diterapkan di daerah 

lain.  

 

Kata kunci: Transformasi digital; pembangunan berkelanjutan; Inovasi Kebijakan  

 

Abstract 

This article analyzes the transformation of Banyuwangi Regency in sustainable development: from a policy 

innovation perspective. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach, where data is 

taken from various secondary sources, such as official reports, scientific journals, and local statistical data. The 

results indicate that Banyuwangi District has successfully reduced poverty levels and improved the quality of life 

for its residents through eco-tourism programs, the digitalization of public services (Smart Kampung), the 

empowerment of SMEs, and the provision of free education and healthcare services. Additionally, participatory 

budgeting programs have strengthened local government accountability. The discussion in this study focuses on 

how innovations in policies that focus on economic, social, and political aspects can create significant impacts that 

can be applied in other regions. These findings show that Banyuwangi is an example of a successful region in 

achieving sustainable development by utilizing policy innovations based on public value 

 

Keywords: digital Transformation; Sustainable Development; Policy Innovation  

 

1. Pendahuluan 

Transformasi pembangunan  berkelanju

tan telah menjadi agenda global yang diusung 

dalam berbagai forum internasional, yang 

dimuat dalam agenda 2030 dan Perjanjian 

Iklim Paris yang menggaris bawahi bahwa 

perlunya transformasi sosial untuk mencapai 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (Sustain

able Development Goals/SDGs) dan target 

iklim global (Giachi & Alvarez-Tinoco, 2022; 

O’Flynn, 2007; Winkelmann dkk, 2020). 

Perubahan transformative dianggap memerlu
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kan reorganisasi mendasar dan 

menyeluruh di berbagai sektor. Untuk itu, 

kebutuhan akan inovasi di tingkat pemerintah 

daerah muncul  melalui upaya dalam menjem

batani  kesenjangan visi layanan formal dan 

informal, baik menggunakan solusi yang 

bersifat sementara maupun jangka panjang 

Giachi & Alvarez-Tinoco, (2022). Di sisi lain, 

pentingnya menggunakan pendekatan inovatif 

adalah guna untuk menjawab tantangan global 

dalam  mencapai pembangunan berkelanjutan 

 (Azoulay & Jones, 2020; Ghosh & Kamath, 

2012; Mazzucato et al., 2020; Omelyanenko et 

al., 2020). 

Oleh karena itu, karena pemerintah 

adalah merupakan bagian penting dari 

masyarakat yang bertanggung jawab untuk 

memajukan  pembangunan sosial melalui 

kebijakan-kebijakan inovatifnya, karena 

bagaimanapun  keberhasilan dan kegagalan 

suatu negara dapat dikaitkan dengan kualitas 

tata kelola yang dijalankan oleh 

pemerintahnya (Howlett & Rayner, 2007; 

Reddy, 2016; Wang et al., 2022), serta 

kolaborasi yang dibangun dari berbagai pihak, 

karena Kerjasama yang baik antar berbagai 

pemangku kepentingan diperlukan dalam 

pembangunan berkelanjutan Kurniasih dkk., 

(2017). Dalam konteks ini, Kabupaten 

Banyuwangi muncul sebagai salah satu model 

keberhasilan transformasi lokal menuju 

pembangunan berkelanjutan yang berfokus 

pada inovasi, keberlanjutan  lingkungan, dan 

pemberdayaan  masyarakat. 

Sebelumnya Banyuwangi dikenal 

sebagai daerah tertinggal dengan tingkat 

kemiskinan yang cukup tinggi, infrastruktur 

yang terbatas, dan tingkat investasi yang 

rendah. Didalam penyampaian yang 

diugkapkan oleh Yandra, Utami and Husna, 

(2020) bahwasannya kondisi itu tercermin dari 

data kemiskinan yang menunjukkan jumlah 

penduduk miskin yang signifikan serta 

persentase penduduk miskin yang relatif 

tinggi dibandingkan dengan daerah 

sekitarnya; meskipun begitu, tren tersebut 

menunjukkan adanya peluang  transformasi ji

ka program- program peningkatan aksesibilit

as, peningkatan kualitas pendidikan dan 

kesehatan, serta insentif investasi difokuskan 

pada daerah-daerah dengan potensi ekonomi 

lokal. Dengan demikian, perubahan nyata 

akan terlihat melalui sinergi antara perbaikan 

jaringan transportasi, perluasan konektivitas 

digital, serta dukungan kebijakan yang 

mendorong UMKM lokal dan proyek-proyek 

infrastruktur yang meningkatkan daya saing 

wilayah dan mengahpaus jumlah kemiskinan 

yang ada di kabupaten Banyuwangi. Berikut 

data penduduk miskin di kabupaten 

Banyuwangi. 

 

Tabel 1. Jumlah Kemiskinan di Kabupaten 

Banyuwangi (Ribu Jiwa) Tahun 2010-2023 

Sumber: https://banyuwangikab.bps.go.id/    
 

 Data di atas menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk miskin di Banyuwangi di tahun 

2010 berjumlah sekitar 175.10 ribu jiwa, dan 

mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 

3,91% menjadi 119.52 ribu jiwa  (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2023). 

Sebagai kabupaten dengan potensi geografis, 

budaya, dan sumber daya alam yang 

melimpah, serta berkat visinya yang  mengint

egrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan, Banyuwangi mampu  mentransfo

Tahun Jumlah Persentase 

2010 175.10 11,25% 

2011 164.00 10,74% 

2012 157.20 9,97% 

2013 152.20 9,61% 

2014 147.70 9,34% 

2015 146.00 9,17% 

2016 140.45 8,79% 

2017 138.54 8,64% 

2018 125.50 7,80% 

2019 121.37 7,52% 

2020 130.37 8,06% 

2021 130.93 8,07% 

2022 122.01 7,51% 

2023 119.52 7,34% 

https://banyuwangikab.bps.go.id/
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rmasikan dirinya dari wilayah agraris 

tradisional menjadi salah satu pusat inovasi 

daerah yang diakui secara nasional maupun 

internasional. Keberhasilan ini tidak lepas dari 

kebijakan-kebijakan inovatif pemerintah 

daerah yang diimplementasikan secara 

konsisten sejak awal 2010-an, seperti program 

pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses 

pendidikan serta Kesehatan.  

 Dalam bentuk lain, contoh nyata  transfo

rmasi daerah Banyuwangi menuju  pembangu

nan berkelanjutan juga bisa dilihat dari 

pengembangan sektor pariwisata dengan 

mengusung konsep eco-tourism, yakni bentuk 

pariwisata yang berfokus pada pelestarian 

lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, 

dan pengalaman wisata yang berkelanjutan. 

Konsep yang dijalankan tersebut pada 

akhirnya mampu mengantarkannya  mempero

leh penghargaan Internasional dari Badan 

Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (The 

United Nations World Tourism  Organization

/UNWTO) Awards for Excellence and 

Innovation in Tourism untuk kategori novasi 

Kebijakan Publik dan Tata Kelola (BeritaBwi, 

2024b). 

 Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini 

bertujuan untuk menganalisis transformasi 

Banyuwangi menuju pembangunan  berkelanj

utan dari perspektif Inovasi Kebijakan, yang 

akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci 

keberhasilan, serta memberikan wawasan  ten

tang bagaimana pendekatan strategis dapat 

diadopsi oleh daerahnya untuk itu  transforma

si Banyuwangi tidak dapat dilepaskan dari 

konsep Public Value atau nilai publik. 

Diperkenalkan oleh (Moore, 1995). Teori ini 

menekankan pentingnya pemerintah dalam 

menciptakan nilai bagi masyarakat melalui 

pengelolaan sumber daya yang efektif dan 

inovatif, dengan memperhatikan kepentingan 

publik secara luas Crosby dkk, (2017); 

Williams & Shearer, 2011). Dalam konteks 

Banyuwangi, penerapan nilai publik ini 

tampak nyata dalam berbagai sektor, seperti 

pengelolaan pariwisata, digitalisasi layanan 

publik, pemberdayaan masyarakat, dan 

pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan 

ini, Banyuwangi telah berhasil menciptakan 

dampak sosial, ekonomi, dan politik yang 

positif bagi keberlanjutan daerahnya. 

 

2.  Perspektif Teoritis 

Inovasi Kebijakan  

Dalam konteks administrasi publik 

inovasi kebijakan merupakan ide baru yang 

diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi 

keterbatasan sumber daya, meningkatkan 

efektivitas program, dan menjaga 

kepercayaan masyarakat Borrás & Edquist, 

(2013).  Secara konseptual, inovasi kebijakan 

publik didefinisikan sebagai pendekatan 

kebijakan yang berorientasi pada misi 

tertentu Ohoiwutun & Zacharias, (2024). 

Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi 

tantangan sosial dengan menerapkan metode, 

strategi, atau kebijakan baru yang berbeda 

dari praktik yang sudah ada guna 

menyelesaikan masalah publik secara lebih 

efektif Sousa dkk, (2019).  Sedangkan 

menurut Giachi (2022) inovasi kebijakan 

publik merupakan pengembangan kebijakan 

yang berfokus pada penerapan ide-ide baru, 

teknologi, dan pendekatan sistemik (Giachi 

& Alvarez-Tinoco, 2022). Sehingga inovasi 

kebijakan publik menjadi sangat penting 

karena lingkungan yang berubah dengan 

cepat memerlukan respons kebijakan yang 

lebih fleksibel, adaptif, dan proaktif Torfing 

& Ansell, 2017a; Xuan dkk, (2022). 

kebijakan inovasi yang sukses membutuhkan 

tata kelola kolaboratif, koordinasi yang kuat 

antaraktor, serta fleksibilitas dalam 

merespons perubahan cepat di lingkungan 

global Laasonen dkk, (2022). 

Inovasi dalam kebijakan publik 

memainkan peran kunci dalam menemukan 

solusi yang efektif untuk mengatasi masalah 

kompleks yang dihadapi oleh masyarakat 

Hildén dkk, (2014). Inovasi juga dapat 
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mendorong kreativitas dan kolaborasi di 

antara berbagai pemangku kepentingan untuk 

mencapai hasil yang maksimal, dan  memast

ikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai 

dengan kebutuhan lokal Pearce, (2003). 

Maka dari itu sebagaimana yang disampaikan 

oleh Niara dkk, (2019) penting bagi  pemang

ku kebijakan untuk terus mempertimbangkan 

dan menerapkan pendekatan inovatif dalam 

merancang kebijakan publik, karena  kebijak

an-kebijakan konvensional yang ada selama 

ini cenderung tidak cukup responsif dalam 

menghadapi kondisi krisis dengan skala 

sebesar Torfing & Ansell, (2017). Pentingnya 

inovasi kebijakan tidak hanya terletak pada 

menciptakan solusi teknis, tetapi juga 

kemampuan untuk membangun ketahanan 

jangka panjang dalam menghadapi 

ketidakpastian global di masa depan 

Pangaribuan & Munandar, (2021). Menurut 

Jordan (2014) inovasi kebijakan dapat 

diinterpretasikan dari beberapa perspektif 

yang berbeda Jordan & Huitema, (2014). Ada 

tiga persepektif dalam Inovasi kebijakan 

yakni, Pertama, sumber elemen baru 

(penemuan). Perspektif ini menyoroti 

bagaimana aktor (pembuat kebijakan, 

ilmuwan, atau praktisi) menghasilkan solusi 

baru melalui penelitian, eksperimen, atau 

adaptasi dari konteks lain. Kedua, difusi, 

maksudnya adalah bagaimana kebijakan baru 

diterima dan diadaptasi dalam berbagai 

konteks (Rogers, 2003; Volden, 2006), 

seperti jejaring, komunikasi, dan tekanan 

eksternal yang memengaruhi keberhasilan 

difusi. Ketiga dampak akhir dari kebijakan, 

mencakup pengukuran sejauh mana 

kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan.  

 

Public Value 

Nilai public (Public value/PV), merujuk 

pada hasil kebijakan yang tidak saja 

memberikan manfaat langsung kepada 

individu tapi juga memperkuat kesejahteraan 

kolektif, legitimasi pemerintahan, dan 

keberlanjutan pembangunan Rhodes & 

Wanna, (2007), Van Gestel dkk, (2023). 

Dalam hal ini, konsep Public Value menjadi 

kerangka konseptual yang relevan untuk 

menganalisis keberhasilan Banyuwangi  dala

m menciptakan nilai bagi masyarakatnya. 

Teori ini menekankan bahwa pemerintah 

harus berorientasi pada hasil yang 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, 

baik dalam bentuk nilai ekonomi, sosial, 

maupun politik dan lingkungan (Moore, 

2014; Smith, 2004; Wang, 2016; Wang et al., 

2022; Wang & Christensen, 2017). Moore 

berpendapat bahwa pemerintah bukan hanya 

penyedia layanan atau pembuat peraturan, 

tetapi juga dapat menghasilkan Public Value 

(PV) (Gestel & Grotenbreg, 2020; Moore, 

1995, 2014; Parker dkk, 2023), karena daya 

saing suatu negara didasarkan pada kapasitas 

dan kemampuan pemerintahnya untuk 

menciptakan nilai-nilai publik tersebut 

(Alford, 2008; Alford & O’Flynn, 2009; 

Crosby dkk, 2017; Davis & West, 2009; 

O’Flynn, 2007; Stoker, 2006). 

Menurut Talbot, teori nilai publik 

dipandang sebagai sesuatu yang besar 

(Talbot, 2009), sebuah perubahan  paradigm

atik O’Flynn, (2007) dan melampaui  admini

strasi publik tradisional dan manajemen 

publik baru Bryson dkk, (2014). Oleh karena 

itu, Model PV lebih dari sekadar The Public 

Administration dengan menekankan  keterlib

atan langsung warga negara dan masyarakat 

dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan 

layanan (van Gestel et al., 2023; Williams & 

Shearer, 2011). Model ini melangkah lebih 

jauh dari NPM (yang menekankan efisiensi, 

produktivitas dan nilai uang) dengan 

menekankan pada pembangunan  kepercaya

an yang lebih luas terhadap pemerintah, 

memastikan legitimasi dan memperkuat 

dialog demokratis berama melalui inovasi 

yang bernilai sosial (Hansen & Jacobsen, 

2016; Mason & Araujo, 2021; Osborne, 

2010). Dalam konteks Banyuwangi,  penera

pan teori ini dapat dilihat dari (Bozeman & 
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Johnson, 2014; Faulkner & Kaufman, 2018; 

Jørgensen & Bozeman, 2007; Moore, 1995): 

1. Nilai Ekonomi, Peningkatan kondisi 

ekonomi masyarakat, seperti  pengurang

an kemiskinan, penciptaan lapangan 

kerja, dan penguatan jaminan sosial. 

2. Nilai Sosial, Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui kesetaraan, keadilan, 

dan akses terhadap layanan dasar, seperti 

pendidikan, dan kesehatan. 

3. Nilai Politik, Partisipasi publik dalam 

proses pengambilan keputusan,  transpar

ansi, dan akuntabilitas pemerintah. 

Penerapan konsep Public Value di 

Banyuwangi tidak hanya memberikan  damp

ak positif secara lokal tetapi juga menjadi 

model yang dapat di replikasi oleh daerah lain 

di Indonesia. Di dalam penyataan Junaidi, 

Yandra and Hamuddin, (2018)  Transformas

i ini  menunjukkan bahwa pembangunan ber

kelanjutan dapat dicapai melalui inovasi keb

ijakan yang berbasis nilai publik, dengan me

libatkan semua pemangku  kepentingan seca

ra aktif. 

 

3. Metode 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian 

ini bertujuan untuk memahami secara 

mendalam bagaimana kebijakan inovatif di 

Kabupaten Banyuwangi mendorong   transfo

rmasi menuju pembangunan berkelanjutan. 

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, 

diantaranya bersumber dari artikel ilmiah, 

laporan hasil penelitian, buku, website 

pemerintah daerah, dan  Badan Pusat Statistik 

(BPS), setelah data didapatka dilakukan 

analisis untuk mengetahui hasil- hasil  peneli

tian yang berhubungan dengan kebijakan 

unggulan yang telah  diimplementasikan, 

seperti pengembangan pariwisata berbasis 

ekowisata, digitalisasi layanan publik, dan 

program pemberdayaan ekonomi lokal. 

Penelitian ini juga mempertimbangkan 

indikator ekonomi, sosial, dan politik untuk 

menilai efektivitas kebijakan yang  

diterapkan. Dengan metode studi pustaka ini, 

diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi 

berbasis bukti yang dapat menjadi acuan bagi 

daerah lain dalam mengadopsi kebijakan 

serupa untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan secara holistik dan inklusif. 

 

4. Hasil dan Diskusi 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

telah berhasil mengembangkan berbagai prog

ram berbasis nilai publik untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini 

mencakup tiga dimensi utama: nilai ekonomi, 

sosial, dan politik.  Berikut penjelasan lengkap 

dengan program-program yang relevan: 

1. Nilai Ekonomi 

a. Pariwisata Berbasis Komunitas  

Salah satu perubahan kebijakan yang 

paling terihat di Banyuwangi adalah  transfor

masi dalam sektor pariwisata. Daya tarik 

alamnya seperti Kawah Ijen, Pantai Pulau 

Merah, dan Taman Nasional Alas Purwo, 

Banyuwangi menetapkan dirinya sebagai 

tujuan wisata unggulan di Indonesia. Pemerin

tah daerah tidak hanya mendorong pariwisata 

sebagai sumber ekonomi utama, tapi juga 

menggabungkan prinsip keberlanjutan dalam 

pengelolaannya. Sebagai contoh, Kawah Ijen 

dikelola dengan melibatkan masyarakat 

setempat sebagai  pemandu wisata sekaligus 

pelestari  lingkungan. Selain itu juga 

mengadakan acara-acara budaya seperti 

Banyuwangi Ethno Carnival dan 

Festival Gandrung Sewu tidak hanya  menam

bah daya tarik wisata, tetapi juga berperan 

dalam pelestarian tradisi lokal. Data Badan 

Pusat Statistik menunjukkan bahwa industri 

pariwisata di Banyuwangi dapat memberikan 

kontribusi Pendapatan per kapita sebesar Rp. 

33,6 juta perkapita pertahun ditahun 2014 

yang sebelumnya pada tahun 2010 hanya 

berjumlah Rp20,8 juta (BeritaBwi, 2016), 
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artinya dengan terjadinya peningkatan 

pendapatan perkapita di Banyuwangi 

menunjukan tingginya daya minat turist untuk 

berwisata ke Banyuwangi yang menyajikan 

keindahan alam dan penampilan kebudayaan 

bagi para pengunjung. 

Inisiatif Banyuwangi dalam  

mengembangkan pariwisata ini telah 

mendapatkan pengakuan-pengakuan di 

tingkat internasional dimana pemerintah 

kabupaten Banyuwangi mendapatkan 

berbagai  penghargaan diantaranya Pada tahun 

2016 dari United  Nations World Tourism 

Organization (UNWTO) dimana penghargaan 

yang didapatkan dengan kategori Inovasi 

Kebijakan Publik dan Tata Kelola  kreatif dan 

pada tahun 2018 Banyuwangi  kembali 

mendapatkan penghargaan yaitu dari ASEAN 

Tourism Standard Award sebagai kota wisata 

yang bersih dan selanjutnya pada tahun 2021 

Banyuwangi kembali mendapatkan 

penghargaan  dari Trisakti Tourism Award 

untuk kategori ekowisata, dengan 

didapatkanya penghargaan tersebut semakin 

memperkuat  posisi Banyuwangi sebagai 

daerah yang menerapkan pariwisata 

berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat  

masyarakat lokal selaku komunitas yang ada 

di Banyuwangi (BeritaBwi, 2024b). 

Keberhasilan Banyuwangi dalam memajukan 

pariwisata berbasis komunitas menunjukkan 

bahwa partisipasi masyarakat local dapat  

memberikan dampak yang signifikan bagi 

pembangunan daerah. 

b. Program UMKM 

Dalam bidang UMKM Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi telah  berhasil 

mengimplementasikan berbagai  program 

dilakukan untuk pengentasan kemiskinan 

yang berbasis pada pemberdayaan 

masyarakat. Program ini dirancang untuk 

menciptakan  kemandirian ekonomi, 

meningkatkan  pendapatan, dan mengurangi 

angka kemiskinan di daerah tersebut. Salah 

satu inisiatif utama adalah melalui program 

“Warung Naik Kelas”, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas layanan dan produk 

UMKM lokal, khususnya warung tradisional. 

Dulakukan memberikan pelatihan diantaranya 

adalah terkait manajemen usaha, pelatihan 

tentang desain kemasan, dan pelatihan 

teknologi digital, hal ini dilakukan oleh 

pemerintah Banyuwangi adalah untuk 

membantu pelaku UMKM dalam 

meningkatkan daya saing produk mereka ke  

pasar yang lebih luas. Selaian hal tersebut 

Banyuwangi  juga meluncurkan program 

"Smart  Kampung," yang  mengintegrasikan 

layanan public berbasis digital untuk 

mendukung  pertumbuhan UMKM di desa-

desa. Melalui program ini, desa-desa  di 

Banyuwangi dilengkapi dengan  infrastruktur 

teknologi digital yang memungkinkan pelaku 

UMKM memasarkan produk mereka secara 

online. Sebagai hasilnya, UMKM lokal 

mampu menjangkau pasar yang lebih luas, 

baik nasional maupun internasional. 

 

c. Pengentasan Kemiskinan  

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ada 

program sosial yang dilakukan yaitu melalui 

program “Rantang Kasih” diamana dalam 

Program ini pemerintah kabupaten 

Banyuwangi menyediakan makanan bergizi 

bagi lansia miskin yang tinggal sendiri,  

memastikan kebutuhan dasar mereka 

terpenuhi. Hingga tahun 2023, lebih dari 

10.000 lansia telah menerima manfaat dari 

program ini, dengan adanya program ini secra 

langsung juga menciptakan lapangan kerja 

bagi masyarakat lokal yaitu sebagai penyedia 

makanan tersebut. Selain itu adalagi program 

“Jalin Matra” (Jalan Lain Menuju 

Kesejahteraan Rakyat) difokuskan untuk 

membantu keluarga miskin ekstrem dengan 

memberikan bantuan modal usaha, pelatihan 

keterampilan, dan akses permodalan. Bukti 

keberhasilan program ini terlihat dari data 

BPS Banyuwangi yang menunjukkan 

penurunan angka kemiskinan dari 8,06% pada 

tahun 2020 menjadi 7,34% pada tahun 2023. 
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Pemerintah Banyuwangi juga aktif dalam 

kolaborasi lintas sector untuk  memperkuat 

dampak program pengentasan  kemiskinan. 

Atas berbagai inovasi yang dilakukan,  

Banyuwangi secara berkelanjutan berhasil  

mempertahankan kemajuan di berbagai  sektor  

pembangunan. Di antaranya pendapatan  

perkapita yang terus meningkat, pada 2022 

sebesar Rp. 53,87 juta menjadi Rp. 58, 08 juta 

pada 2023. PDRB daerah juga naik dari Rp. 

93,28 triliun pada 2022 menjadi Rp. 101,29 

triliun (2023).  Kesuksesan ini juga  

mendapatkan pengakuan nasional dan  

internasional. Pada  tahun 2021, Banyuwangi 

menerima penghargaan Innovative  

Government Award dari Kementerian Dalam 

Negeri RI atas berbagai program  inovatifnya 

di bidang  pemberdayaan  ekonomi dan 

pengentasan kemiskinan (BeritaBwi, 2024). 

 

2. Nilai Sosial 

a. Bantuan Pendidikan dan Kesehatan 

Gratis 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

telah  meluncurkan program Pendidikan  dan 

 kesehatan gratis sebagai bagian dari upaya 

pemerintah daerah untuk memperbaiki  kesej

ahteraan masyarakat, khususnya bagi  masyar

akat kurang mampu. Di bidang pendidikan, 

adanya program “Banyuwangi Cerdas” yang 

menawarkan bantuan biaya sekolah bagi 

murid dari keluarga kurang mampu, dari 

tingkat SD hingga SMA/SMK. Selanjutnya, 

pemerintah Banyuwangi juga meluncurkan 

program penyediaan seragam dan alat tulis 

gratis bagi siswa sekolah dasar. Inisiatif ini 

bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi 

keluarga serta meningkatkan angka partisipasi 

pendidikan. Program pendidikan gratis ini 

didukung oleh anggaran daerah yang  dialoka

sikan khusus melalui kebijakan yang berpihak 

pada rakyat. Akibatnya, angka putus sekolah 

di Banyuwangi hanya 2,08 persen dan masuk 

lima yang terendah di Jawa Timur  Husdinari

yanto, (2024). Dibidang kesehatan,  Banyuwa

ngi melaksanakan program “Lahir Procot 

Pulang Bawa Akta”, yang memastikan akses 

layanan persalinan gratis di fasilitas 

Kesehatan pemerintah. Program ini tidak  han

ya menyediakan layanan persalinan, tetapi 

juga menjamin bayi yang lahir mendapatkan 

dokumen seperti akta kelahiran dan kartu 

identitas anak secara otomatik (Dinas  Kepen

dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyuwangi, 2020). 

Keberhasilan program pendidikan dan 

kesehatan gratis di Banyuwangi juga diakui di 

tingkat nasional. Pada tahun 2022, 

Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari  

Kementerian Kesehatan atas upayanya 

meningkatkan akses layanan kesehatan 

masyarakat. Di sisi lain, program 

“Banyuwangi Cerdas”  mendapatkan 

pengakuan dari Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan  Teknologi RI sebagai 

salah satu inovasi terbaik di sektor pendidikan. 

Dengan pendekatan yang inklusif dan 

berfokus pada kebutuhan masyarakat,  

program pendidikan dan kesehatan tanpa 

biaya di Banyuwangi telah memberikan 

dampak positif dalam mengurangi 

kesenjangan sosial (BeritaBwi, 2024) dan 

meski terdapat tantangan kedepanya adalah 

apabila terjadinya kepemimpinan daerah baru 

yang cenderung adalah membuat program 

baru yang fokus tujuan nya adalah untuk 

kemajuan, namun dikhawatirkan adalah 

merubah atau mengganti program ini. 

b. Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

telah  menunjukkan dedikasinya terhadap  ke

setaraan gender dan inklusi sosial melalui 

berbagai kebijakan serta program yang 

bersifat inklusif dan berkelanjutan. Salah satu 

inisiatif utama di bidang ini adalah “Desa 

Ramah Perempuan dan Anak”, yang bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan yang aman, 

inklusif, serta mendukung pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. Dalam 
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rangka mendukung inklusi sosial, 

Banyuwangi menjalankan program “Peduli 

Difabel”, yang menawarkan pelatihan 

keterampilan, akses pendidikan, dan peluang 

kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah 

mendirikan pusat pelatihan khusus yang 

menyediakan keterampilan seperti menjahit, 

teknologi informasi, dan kewirausahaan 

Irham, (2020).   

Berbagai program yang dibuat telah 

mendapatkan pengakuan, baik di tingkat 

nasional maupun internasional. Pada tahun 

2022, Banyuwangi menerima Penghargaan 

Kabupaten Layak Anak dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia, serta penghargaan 

Inclusive Policy Award dari organisasi 

internasional atas inovasi dalam mendukung 

hak penyandang disabilitas BeritaBwi, (2018).  

Banyuwangi telah menunjukkan bahwa 

pendekatan inklusif terhadap gender dan 

sosial dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. Melalui 

kolaborasi dengan berbagai pemangku 

kepentingan, pemerintah daerahnya berhasil 

merumuskan kebijakan yang responsif 

terhadap kebutuhan kelompok yang rentan. 

Pendekatan partisipatif yang melibatkan 

masyarakat, dukungan dari kebijakan yang 

tepat, dan alokasi anggaran yang strategis 

merupakan kunci keberhasilan dalam 

mencapai kesetaraan gender dan inklusi sosial 

di Banyuwangi. 

 

3. Nilai Politik 

a. Smart Kampung 

Program Smart Kampung yang  diperke

nalkan oleh Pemerintah Kabupaten  Banyuwa

ngi adalah inovasi yang  berlandaskan  teknol

ogi informasi dan komunikasi, yang bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan  publik, pemb

erdayaan masyarakat, dan  pembangunan desa 

yang berkelanjutan. Banyuwangi sendiri telah 

mengembangkan skema Smart Kampung 

sejak 2016 untuk mendorong budaya digital 

hingga tingkat desa. Selain untuk pelayanan 

publik terkait kependudukan, juga digunakan 

untuk permasalahan bantuan sosial,  pendidik

an, hingga Kesehatan. Dengan pengembangan 

desa secara berkelanjutan, sebanyak 51 desa 

masuk kategori “maju” dan 138 desa kategori 

“mandiri”. Bahkan desa di Banyuwangi 

peringkat 1 desa dengan Indeks  Desa Memb

angun (IDM) tertinggi  (BeritaBwi, 2023). 

Aspek lain dari Smart Kampung adalah 

pemanfaatan teknologi untuk mendukung 

pendidikan dan kesehatan. Program ini 

memberikan desa-desa di Banyuwangi 

fasilitas seperti pembelajaran online, 

perpustakaan digital, dan konsultasi kesehatan 

jarak jauh. Selama masa pandemi COVID-19, 

fasilitas-fasilitas ini sangat membantu warga 

desa agar tetap bisa mengakses pendidikan 

dan layanan kesehatan tanpa harus 

meninggalkan desa. Keberhasilan Smart 

Kampung juga didukung oleh prinsip 

kolaborasi. Pemerintah Banyuwangi bekerja 

sama dengan berbagai pihak, termasuk 

perusahaan telekomunikasi, lembaga 

pendidikan, dan organisasi non-pemerintah 

untuk memperkuat infrastruktur dan 

memberikan pelatihan kepada masyarakat.  

Keberhasilan program Smart Kampung 

diakui secara nasional maupun internasional. 

Pada tahun 2019, Banyuwangi mendapatkan 

penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi  (KemenPA

N-RB) (BeritaBwi, 2016b). Dengan adanya 

Smart Kampung, Banyuwangi berhasil tidak 

hanya dalam meningkatkan pelayanan publik 

dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga 

terhubung dengan pasar nasional dan global 

melalui transformasi digital dan  pengembang

an kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa 

Banyuwangi  telah  berhasil menerapkan para

digma pembangunan partisipatif yang  seimb

ang (Mohan & Stokke, 2000). Program ini 

merupakan bukti nyata bahwa teknologi 

dapat dimanfaatkan  dengan efektif untuk me

ningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa, 

serta mengurangi kesenjangan antara wilayah 
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perkotaan dan  pedesaan. Dukungan yang  ku

at dari  pemerintah daerah, kolaborasi dengan 

pemangku  kepentingan, dan keterlibatan ak 

tif  masyarakat menjadi kunci sukses program 

ini. 

 

b. Anggaran Partisipatif 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

telah menerapkan sistem anggaran partisipatif 

sebagai pendekatan baru yang inovatif untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 

anggaran daerah. Melalui program ini, warga 

dilibatkan secara langsung dalam proses 

perencanaan dan penganggaran, sehingga 

alokasi anggaran daerah dapat mencerminkan 

kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini 

dilakukan terutama melalui Musyawarah 

Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 

yang didukung dengan teknologi informasi. 

Salah satu contoh nyata dari 

pelaksanaan anggaran partisipatif adalah 

alokasi dana untuk program Smart Kampung, 

di mana masyarakat terlibat langsung dalam 

menentukan prioritas pembangunan desa yang 

berbasiskan teknologi. Selain itu, besaran 

dana untuk desa juga ditentukan berdasarkan 

masukan dari warga mengenai proyek yang 

sesuai dengan kebutuhan spesifik desa, seperti 

pembangunan jalan, sistem irigasi, atau 

fasilitas publik lainnya.  Keberhasilan ini 

mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. 

Pada tahun 2021, Banyuwangi menerima 

penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri 

sebagai salah satu daerah dengan inovasi 

terbaik dalam pengelolaan anggaran daerah. 

Penghargaan ini diberikan untuk  mengapresi

asi pemerintah daerah yang berhasil dalam 

mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) secara efektif, efisien, 

transparan, dan  akuntabel (BeritaBwi, 2023).

 Anggaran  partisipatif di Banyuwangi mence

rminkan  komitmen pemerintah daerah untuk 

menciptakan pemerintahan yang lebih 

transparan dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Dengan melibatkan warga di 

setiap tahapan pengelolaan anggaran, 

Banyuwangi berhasil tidak hanya 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga 

membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Ini menjadi dasar yang 

krusial bagi pembangunan yang berkelanjutan 

dan inklusif di kabupaten tersebut. 

 

5. Kesimpulan 

Transformasi Banyuwangi menuju 

pembangunan berkelanjutan adalah hasil dari 

penerapan kebijakan inovatif yang didasarkan 

pada nilai public (Public Value). Banyuwangi 

telah melakukan perubahan yang baik dalam 

berbagai sector adalah dengan  

mengintegrasikan dimensi nilai ekonomi, 

sosial, dan politik yang dilakukan dengan 

menerapkan pendekatan berbasis partisipasi 

masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, 

dan keberlanjutan lingkungan, dengan hal ini 

pemerintah kabupaten Banyuwangi dapat 

mengatasi berbagai tantangan pembangunan 

seperti kemiskinan, akses layanan dasar, dan 

disparitas wilayah dengan berbagai program 

unggulan yang telah diterapkan. Hal ini 

terlihat dari Peningkatan pendapatan per 

kapita dan turunya angka kemiskinan di 

Banyuwangi hal ini tentunya menunjukkan 

sebuah keberhasilan pemerintah dalam 

menjalankan komitmen global dalam 

pembangunan berkelanjutan. Tanpa disadari 

Program Smart Kampung ternyata telah 

mempercepat transformasi digital di pedesaan 

dimana pelaku usaha bisa memasarkan 

pruduknya dalam platforom digital dalam 

menggapai pasar yang lebih luas adalah 

dengan menggabungkan layanan publik dan 

pemberdayaan masyarakat. Pariwisata 

berbasis komunitas juga telah meningkatkan 

ekonomi sambil mempertahankan  keberlanju

tan lingkungan. Berbagai pengharaan  diterim

a, baik di tingkat nasional maupun di kancah 

internasional, seperti yang diberikan oleh 
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UNWTO. Penghargaan ini menunjukkan 

bahwa daerah ini berhasil mengadopsi konsep 

pembangunan yang kreatif dan berkelanjutan. 

Kesuksesan ini memberikan contoh yang baik 

bagi daerah lain untuk mengadopsi kebijakan 

serupa. Dari penelitian ini bisa menjadi dasar 

penelitian kedepan adalah untuk membahas 

model inovasi kebijakan dalam transformasi 

pembangunan yang berkelanjutan. 
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